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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1.  Penelitian Sebelumnya
Penelitian terdahulu merupakan kajian dari penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang dapat diambil dari berbagai sumber ilmiah seperti tesis, skripsi jurnal Nasional dan jurnal Internasional. Berikut adalah penelitian terdahulu yang menjadi referensi untuk melakukan penelitian ini yaitu sebagai berikut :


1. Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan Perkotaan pada Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak. (Yutie Monika, Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 2023). Penelitian tersebut bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis strategi peningkatan penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pada Kantor Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak. Permasalahan yang ada di sumber daya aparatur yang belum memadai menyebabkan belum maksimalnya realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini bisa memperoleh informasi melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan Safi’i (2007: 217) analisis SWOT: 1. Faktor Internal: 1.1 Kekuatan yaitu sudah adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) dan adanya insentif atau upah yang dapat memaksimalkan 
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meningkatkan penerimaan pajak PBB-P2, 1.2 Kelemahan yaitu jumlah pegawai yang kurang, sarana dan prasarana yang harus segera diatasi guna memakimalkan peningkatan penerimaan pajak PBB-P2. 2. Faktor Eksternal: 2.1 Peluang yaitu teknologi dan pembangunan yang sudah berkembang dapat menjadi strategi dalam meningkatkan penerimaan pajak PBB-P2 oleh Kantor Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak, 2.2 Ancaman yaitu kurang sadarnya masyaarkat dalam membayar pajak dapat menjadi suatu ancaman jika tidak segera diatasi. Saran untuk penelitian ini memaksimalkan pengelolaan data pajak yang berbasis online, menambah pegawai, mengadakan sosialisasi yang rutin dan memaksimalkan kualitas pelayanan.

2. Kinerja Dinas Pendapatan Pengelolaaan Keuangan dan aset daerah (DPPKAD) dalam meningkatkan penerimaan sektor meningkatkan penerimaan sektor pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tenagah (Hafidh, Jurnal Unisri, 2016). Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kinerja dinas pengelolaan keuangan dan pendapatan kekayaan daerah dalam rangka peningkatan penerimaan pajak bumi dan bangunan di pedesaan maupun di perkotaan di Kabupaten Sukuharjo. Tujuan kedua dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor- faktor pendukung dalam mewujudkan peningkatan pendapatan pajak bumi dan bangunan di pedesaan maupun di perkotaan di Kabupaten Sukuharjo. Pendekatan penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Teknik wawancara, observasi, dan studi dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan. Responden penelitian ini adalah beberapa pegawai DPPKAD dan beberapa wajib pajak. Model analisis interaktif yang terdiri dari tiga unsur yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi serta penarikan kesimpulan digunakan untuk menganalisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Prestasi kerja pegawai DPPKAD terkait dengan kenaikan PBB- P2 ditemukan tinggi. Hal ini ditunjukkan dengan penerimaan pajak melebihi target yang direncanakan; (2) Terdapat beberapa faktor internal dan eksternal yang dihadapi DPPKAD terkait PBB- P2. Faktor internal tersebut meliputi aspek kebijakan, sistem administrasi, inkonsistensi. Dan sumber daya manusia. Faktor eksternal meliputi: rendahnya sikap dan kesadaran wajib pajak, serta penyesuaian data dengan kenyataan di lapangan; (3) Beberapa langkah yang dilakukan oleh DPPKAD terkait faktor internal adalah: penerapan sistem penghargaan bagi pemungut pajak di tingkat kecamatan dan desa, perbaikan sistem administrasi, rekrutmen pegawai terpilih yang berkualitas, dan penataran pegawai DPPKAD. Mengatasi faktor eksternal yang menghambat, dilakukan beberapa langkah antara lain: penyuluhan bagi wajib pajak, pemberian penghargaan bagi wajib pajak, pemutakhiran data, operasi simpatik, dan observasi langsung ke lapangan, serta memfasilitasi kemudahan membayar pajak dengan membuka kantor mini di tingkat desa.



3. Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Batu (Rambu Trio, dkk, Jurnal Unitri 2020). Penelitian ini Berupaya untuk mengetahui penerimaan pajak bumi dan bangunan di kota Batu diupayakan untuk selalu mengalami peningkatan pada setiap tahunnya, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat masalah yaitu banyak masyarakat yang kurang memperhatikan dalam membayar pajak, masyarakat selalu menunggu saat jatuh tempo dalam membayar pajak, terkadang juga para pemungut pajak merasa kesulitan dalam mencari alamat wajib pajak untuk memberikan SPPT. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, informan dalam penelitian ini adalah  Staf Badan Keuangan Daerah Kota Batu dan masyarakat Kota Batu. Uji keabsahan data menggunakan trianggulasi teknik. Analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menujukkan strategi yang dilakukan badan keuangan daerah kota batu untuk meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan sudah cukup baik, yakni mengalami peningkatan pada tiga tahun terakhir. Pembayaran pajak dilakukan di Bank Jatim atas dasar kerjasama, melakukan sosialisasi dan himbauan secara inten ke desa-desa, membuat perlombaan di masyarakat terkait pembayaran pajak. Kendala yang menghambat peningkatan penerimaan PBB di kota Batu selama ini adalah wajib pajak tidak berada di tempat, dan juga para wajib pajak selalu menunggu tanggal jatuh tempo.
4. Upaya-Upaya untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Bojonegoro (Sukamawati, Jurnal Unair, 2006). Penelitian ini dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka diharapkan daerah untuk menggali potensi yang dimilikinya. Salah satu upaya yang adalah meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Dilakukan Pemerintah Daerah Bojonegoro terus berupaya meningkatkan penerimaan dari sector pajak, utamanya Pajak Bumi dan Bangunan. Upaya-upaya yang telah dilakukan adalah melakukan penyempurnaan dalam pendataan obyek pajak. Salah satu cara adalah melakukan penelitian tentang tingkat kepatuhan para wajib pajak serta pengukuran PDRB kabupaten Bojonegoro. Dengan pendataan obyek pajak yang akurat diharapkan dapat menentukan besar penerimaan pajak bumi dan bumi bangunan yang tepat. sehingga mampu berperan lebih besar dalam pembiayaan pembangunan daerah. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan maka didapatkan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak di Kabupaten Bojonegoro tahun anggaran 1999 2000 sampai dengan 2003/2004 masih tinggi dengan rata-rata tingkat kepatuhan 98%. Sedangkan perencanaan penerimaan PBB yang ditetapkan dibandingkan dengan realisasi penerimaan PBB pada tahun anggaran 1999 2000 sampai dengan tahun 2003 2004 dengan toleransi 10% masih tinggi tingkat ketidaksesuarnya. Hal ini menunjukan perumusan rencana penerimaan PBB yang ditetapkan belum memperhatikan sepenuhnya mengenai kondisi objek pajak, ketetapan pokok dan potensi PBB serta perkembangan ekonomi masyarakat di Kabupaten Bojonegoro.

5. Kinerja Pegawai Pengolahan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Dinas Pendapatan Daerah Kota Pontianak (Eva Soraya, Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 2016). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kinerja Pegawai Dinas Pendapatan Daerah dalam Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Pontianak, namun adanya permasalahan yang terjadi mengenai proses pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan yaitu belum optimal nya kinerja pegawai Dispenda Kota Pontianak mengingat bahwa jumlah pegawai yang bekerja di bidang Pengolahan Pajak Bumi dan Bangunan masih belum dikatakan sesuai dengan jumlah beban kerja yang dikerjakan oleh pegawai pengolahan Pajak Bumi dan Bangunan sehingga dalam ketepatan waktu dalam pengerjaan pekerjaan masih terhambat, juga jumlah penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan masih belum mencapai target yang ditetapkan. Permasalahan ini cukup menarik untuk diteliti mengingat bahwa Pajak Bumi dan Bangunan sangatlah penting dalam pembangunan Kota Pontianak. Penelitian ini menggunakan teori Agus Dharma yang memiliki indikator yaitu kualitas, kuantitas, dan ketepatan waktu. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini peneliti menunjukan bahwa hingga sampai saat ini proses pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan masih mempunyai kendala, hal ini dikarenakan kurang nya jumlah pegawai dalam pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan yang mengakibatkan jumlah pekerjaan yang diembani pegawai tidak sesuai, dan Dispenda Kota Pontianak hanya menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) kepada masyarakat (wajib pajak) tanpa mensosialisasikan mengenai Pajak Bumi dan Bangunan tersebut, serta kurang nya kesadaran bagi masyarakat (wajib pajak) dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Saran yang dapat diberikan agar kinerja pegawai dapat meningkat yaitu perlunya sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya Pajak Bumi dan Bangunan, juga adanya sangsi yang tegas bagi masyarakat yang menunda mambayar Pajak Bumi dan Bangunan, serta jumlah pegawai di tambah lagi agar proses pengerjaan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan dapat meningkat.
Dari deksripsi tersebut dapat dilihat bahwa dalam penelitian ini terdapat persamaan dan perbedaan metode, teori serta lokus atau tempat penelitian, dan rinciannya sebagai berikut :




Tabel 2.1
Penelitian Sebelumnya

	No
	Judul Penelitian
	Persamaan
	Perbedaan

	1.
	Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan Perkotaan pada Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak. (Yutie Monika, Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 2023)
	1. Metode penelitian kualitatif

2. Fokus pada pajak Bumi dan Bangunan
	1. Locus yang berbeda


2. Teori yang digunakan

	2.
	Kinerja Dinas Pendapatan Pengelolaaan Keuangan dan aset daerah (DPPKAD) dalam meningkatkan penerimaan sektor pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tenagah (Hafidh, Jurnal Unisri, 2016)
	Fokus pada pajak Bumi dan Bangunan

	Locus yang berbeda




	3.
	Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Batu (Rambu Trio, dkk, Jurnal Unitri 2020)
	1. Metode penelitian kualitatif

2. Fokus pada pajak Bumi dan Bangunan
	1. Teori yang digunakan

2. Locus yang berbeda



	4.
	Upaya-Upaya untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Bojonegoro (Sukamawati, Jurnal Unair, 2006)
	1. Metode penelitian kualitatif

2. Fokus pada pajak Bumi dan Bangunan
	Locus yang berbeda


	5.
	Kinerja Pegawai Pengolahan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Dinas Pendapatan Daerah Kota Pontianak (Eva Soraya, Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 2016)
	Fokus pada pajak Bumi dan Bangunan

	1. Teori yang digunakan

2. Locus yang berbeda



Berdasarkan deskripsi penjelasan penelitian sebelumya maka dapat disimpulkan bahwa untuk meningkatkan penerimaan pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan Perkotaan pada usatu daerah memeliki beberapa strategi, upaya untuk dapat mencapai target yang telah ditentukan. Dan ada beberpa faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan pendapatan PBB dari setiap daerah yaitu bersumber dari faktor internal seperti diantaranya kinerja pegawai, kinerja badan atau instasi, serta prosers pelayanan ya dilakukan dan  ada faktor eksternal seperti kurangnya kesadaaran masyarakat untuk membayar pajak.

2.2.  Tinjauan Pustaka
2.2.1. Kinerja
Kinerja menurut A.A Anwar Prabu Mangkunegara (2016;67) yaitu Kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.
Menurut Widodo dalam Harbani (2019:204) mengatakan bahwa kinerja adalah melakukan suatu kegiatan dan menyempurnakannya sesuai dengan tanggung jawabnya dengan hasil seperti yang diharapkan.
Timpe dalam Harbani (2019:204) menyebutkan bahawa kinerja merupakan prestasi kerja, yang ditentukan oleh faktor lingkugan dan perilaku manajemen.
Menurut Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia  (LAN-RI) dalam buku Harbani (2019:204) mengatakan bahwa kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian dari pelaksanaan kegiatan, program kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran , tujuan, misi, dan visi organisasi.
Organisasi merupakan komposisi sejumlah orang-orang yang menduduki posisi atau peranan tertentu, di antara orang-orang ini saling terjadi pertukaran pesan melalui jalan tertentu yang dinamakan komunikasi. (Dian Andriany, 2021:121).
Chaizi Nasucha dalam Harbani (2019:204) menyebutkan bahwa :
Kinerja organisasi merupakan efektivitas organisasi secara menyeluruh untuk memenuhi kebutuhan yang ditetapkan dari setiap kelompok yang berkenaan melalui beberapa usaha yang sistematik dan meningkatkan kemampuan organisasi secara terus menerus mencapai kebutuh yang efektif.

Berdasarkan pengertian kinerja dari para ahli diatas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa kinerja merupakan suatu hasil dari suatu kegiatan yang telah dilaksanakan oleh suatu individu atau organisasi birokrasi. Kinerja memiliki beberapa elemen yaitu :
1. Hasil kerja yang dicapai secara perorangan atau organisasi yang berarti kinerja tersebut adalah hasil akhir yang diperoleh secara pribadi atau dalam satu institusi.
2. Dalam melaksanakn tugas, orang atau suatu lembaga diberikan wewenang yang berarti orang atau lembaga diberikan hak dan kekuasaan untuk ditindaklanjuti, sehingga pekerjaanya dapat dilakukan dengan baik.
3. Pekerjaan haruslah dilakukan secara legal, yang berarti dalam melaksanakan tugas individu atau organisasi tentu harus mengikuti ketentuan aturan yang telah ditetapkan.
4. Pekerjaan tidaklah bertentangan dengan moral atau etika.
Konsep Kinerja pada dasarnya dapat dilihat dari dua segi, yaitu kinerja pegawai (perindividu) dan kinerja organisasi. Kinerja pegawai dan kinerja organisasi mempunyai keterikatan yang sangat erat karena tercapainya tujuan organisasi dipengaruhi oleh kualitas sumber daya yang dimiliki.
Konsep Kinerja pada dasrnya merupakan perubahan atau pergeseran paradigma dari konsep produktivitas. Pada awalnya istilah produktivitas untuk menyatakan kemampuan seseorang atau organisasi dalam mencapai tujuan atau sasaran tertentu. Terkait dengan konsep kinerja, Rummler dan Crache dalam bukunya Sudarmanto (2015:7-8) mengemukaan level kinerja yaitu :
1. Kinerja Organisasi ; merupakan pencapaian hasil (out came) pada unit atau analisis kerja. Kinerja pada level ini terkait tujuan organisasi, rancangan oragnisasi, dan manajemen organisasi.
1. Kinerja proses; merupakan kinerja pada proses tahapan dalam menghasilkan produk atau pelayanan. Kinerja pada level proses ini dipengaruhi oleh tujuan proses, tujuan rancangan, dan manajemen proses.
1. Kinerja Individu; merupakan pencapaian atau efektivitas pada tingkat pegawai atau pekerjaan. 
1. Kinerja pada level ini dipengaruhi oleh tujuan pekerjaan, rancangan pekerjaan, dan manajemen pekerjaan serta karekteristik individu.
Dimensi atau indikator kinerja merupakan aspek-aspek yang menjadi ukuran dalam menilai kinerja. Ukuran-ukuran dijadikan tolok ukur dalam menilai kinerja. Dimensi ataupun ukuran kinerja sangat diperlukan karena bermanfaat baik bagi banyak pihak. Beberapa dimensinya diantaranya :
Menurut Dwiyanto (2002) dalam Sudarmanto (2018:40) mengemukakan terdapat 5 indikator untuk mengukur kinerja organisasi, yaitu :
1. Produktivitas dengan mengukur tingkat efisiensi, ekeftifitas pelayanan, dan tingkat pelayanan publik dalam rangka mencapai hasil yang diharapkan.
1. Kualitas layanan: dengan mengkur kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan.
1. Responsitas : dengan mengukur kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
1. Responsibilitas: menjelaskan/mengkur kesesuaian pelaksanakan kegiatan organisasi publik yang dilakukan dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi.
1. Akuntabilitas: seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat atau ukuran yang menunjukan tingkat kesesuaian penyelanggraan pelayanan dengan ukuran nilai-nilai atau norma eksternal yang ada di masyarakat.
Menurut Hersey, Blanchard dan Johnson Wibowo (2016:86) menyebutkan bahwa indikator kinerja masih berkaitan dengan suatu hasil dan mengusahakan data setelah kejadian. Terdapat tujuh indikator kinerja yaitu sebagai berikut :
a. Tujuan : suatu keadaan yang terbaik yang ingin dicapai oleh individu, atau organisasi di masa mendatang. Parameter Pencapaian tujuan dan ketepatan pencapaian tujuan.
b. Satndar : suatu ukuran untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Parameter Kesesuaian standar, peraturan dan prosedur yang jelas.
c. Umpan Balik : Masukan yang dipergunakan untuk mengukur kemajuan kinerja, standar kerja, dan pencapaian tujuan. Parameter yaitu Kemajuan kualitas, kemajuan kuantitas, kritik dan saran.
d. Alat dan Sarana : Sumber daya yang dapat dipergunakan untuk membantu menyelesaikan faktor penunjang untuk pencapaian tujuan. Parameter yaitu Alat atau sarana yang tersedia, Keadaan sarana yang tersedian.
e. Kompetensi : Kemampuan yang dimiliki oleh sesorang untuk menjalankan pekerjaan dengan baik.
f. Motif : Alasan atau pendorong bagi seseorang untuk untuk melakukan sesuatu. Parameter yaitu Adanya motivasi dari atasan, adanya pengarahan dari atasan.
g. Peluang : Suatu kesempatan untuk menunjukan suatu prestasi dalam bekerja. Parameternya yaitu kesempatan untuk menujukan prestasi kerja dan pemberian reward.
Kinerja Organisasi di pengaruhi oleh beberapa faktor yaitu dianatranya menurut Agus Dwiyanto, dkk (2002:83 ) dalam bukunya yang berjudul Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia, menyatakan bahwa kinerja organisasi, pada dasarnya dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu:


1. Faktor Internal
a. Sarana dan Prasarana
Secara umum sarana dan prasarana adalah alat penunjang keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan di dalam pelayanan publik, karena apabila kedua hal ini tidak tersedia maka semua kegiatan yang dilakukan tidak akan dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana.
b. Sumber Daya Manusia 
Organisasi hidup di dalam lingkungan yang secara terusmenerus mempengaruhi keberadaan dan kelangsungan hidupnya.Untuk hal ini, organisasi haruslah senantiasa melakukan upaya-upaya yang dapat memperkokoh keberadaannya didalam lingkungannya. Upaya yang dapat dilakukan salah satunya adalah dengan memberikan nilai tambah bagi lingkungannya melalui penyampaian berbagai output yang dihasilkan.
2. Faktor Eksternal
a. Kelengkapan Administrasi
Kelengkapan administrasi (dokumen) merupakan salah satu faktor pendukung yang mampu meningkatkan kinerja, baik itu kinerja individu maupun kinerja organisasi itu sendiri.
b. Koordinasi dengan Instansi Lain
Kelengkapan administrasi (dokumen) merupakan salah satu faktor pendukung yang mampu meningkatkan kinerja, baik itu kinerja individu maupun kinerja organisasi itu sendiri.

	Sedangkan Atmosoeprapto dalam Suryani, dkk (2019: 06) kinerja suatu organisasi akan sangat dipengaruhi oleh faktor internal maupun faktor eksternal yang terdiri dari :
1. Faktor Eksternal  terdiri dari : Faktor Politik, Faktor Ekonomi , Faktor Sosial 
2. Faktor Internal yaitu : Tujuan organisasi, Struktur organisasi, Sumber daya manusia , Budaya organisasi

2.2.2. Pajak Daerah
Pajak Daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau kepala Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan Pembangunan Daerah (Mardiasmo, 2008: 12)
Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan bahawa pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada Daerah terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Jenis pajak Kabupaten/Kota terdiri atas : Pajak Hotel; Pajak Restoran; Pajak Hiburan; Pajak Reklame; Pajak Penerengan Jalan; Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan; Pajak Parkir; Pajak Air Tanah; Pajak Sarang Burung Walet; Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
Menurut Mardiasmo (2008:6) menyebutkan bahwa Tata Cara Pemungutan Pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel :
a. Stelsel nyata (riel stelsel) 
Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui.  Stelsel nyata mempunyai kelebihan atau kebaikan dan kekurangan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahanny adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan nil diketahui).
b. Stelsel anggapan (fictieve stelsel) 
Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.
c. Stelsel campuran
Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besamya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat dimiinta kembali.
Sistem Pemungutan Pajak  terdiri dari :
a. Official Assessment System
Merupakan suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib pajak . Cin-cirinya adalah :
1) Wewenang untuk menentukan besamya pajak terutang ada pada fiskus
2) Wajib Pajak bersifat pasif 
3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus
b. Self Assessment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Cin-cirinya :
1) Wewenang menentukan besarnya pajak terutang pada Wajib Pajak sendiri,
2) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi
c. With Holding System merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak selain fiskus dan wajib pajak.
2.2.3. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan bahawa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Bumi dan/atau Bangunan yang dimilki, dikuasai, dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha.
Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan perdalaman (termasuk rawa-rawa, tambak, perairan) serta laut wilayah Republik Indonesia. Sedangkan Bangunan merupakan kontruksi teknik yang ditanam atau diletakan secara tetap pada tanah dana tau peraiaran (Mardiasmo, 2008: 12). Termasuk dalam pengertian Bangunan adalah:
Jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks Bangunan tersebut, Jalan tol, Kolam Renang, Pagar Mewah, Tempat Olahraga, Galangan Kapal, dermaga, Taman Mewah, Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak dan Menara.
Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Bangunan adalah objek pajak yang  :
1. Digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;


2. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
3. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;
4. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
5. Digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan
6. Digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.
Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/ atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan
Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, Nilai jual objek Pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau Nilai Nilai Jual Objek Pajak. Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan paling rendah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
Besarnya NJOP ditentukan berdasarkan klasifikasi yaitu sebagai : Objek Pajak Sektor Perdesaan dan Perkotaan, Objek Pajak Sektor Perkebunan, Objek Pajak Sektor Kehutanan atas Hak Pengusahan Hutan, Hak pengusahan hasil hutan, Izin Pemanfaatn kayu, serta izin Sah lainnya selain Hak, Objek Pajak Sektor Kehutanan atas Hak Pengusahan Hutan tanaman Industri, Objek Pajak Sektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, Objek Pajak Sektor Pertambangan Energi Panas Bumi, Objek Pajak Sektor  Pertambangan Non Migas, Objek Pajak Sektor Pertambangan Non Migas Galian C, Objek Pajak Sektor Pertambangan yang dikelola berdasarkan Kontrak Karya atau Kontrak Kerjasama, Objek Pajak Sektor usaha bidang perikanan laut, Objek Pajak Sektor usaha bidang perikanan darat, Objek Pajak Sektor yang bersifat khusus.
Dasar pengenaan Pajak Bumi dan bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah NJOP. Besarnya NJOP ditetapkan setiap tiga tahun kecuali untuk pajak tertentu dapat ditentukan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya. Penetapan besarnya NJOP dilakukan oleh Kepala Daerah. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3 %. Tarif Pajak  Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditentukan oleh Peraturan Daerah. 
Menurut Peraturan Bupati Kabupaten Cirebon Nomor 1 Pasal 6 Tahun 2020 tentang Penilaian Nilai Jual Objek Pajak (Njop) Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2), Ketetapan Minimal Serta Jatuh Tempo Pembayaran PBB di Kabupaten Cirebon menentukan Tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dengan nilai NJOP sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu per seratus).  Tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dengan nilai NJOP lebih dari Rp. 1.000.000.001,00 (satu milyar satu rupiah) sampai dengan Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) ditetapkan paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua per seratus). Tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dengan nilai NJOP lebih dari Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% (nol koma tiga per seratus). Ketetapan minimal PBB-P2 adalah sebesar Rp. 14.000,- (empat belas ribu rupiah). SPPT PBB - P2 harus sudah diterima oleh wajib pajak paling lambat pada bulan April. Jatuh tempo pembayaran PBB-P2 ditetapkan selambat – lambatnya pada tanggal 30 Nopember setiap tahunnya.

2.3.   Kerangka Pemikiran
Kerangka Pemikiran menggambarkan tentang keterkaitan antara variabel penelitian dengan indikator-indikator yang mempengaruhi dan dilandasi oleh konsep-konsep serta teori-teori yang dianggap relavan.
Berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 30 Tahun 2022 Pasal 1 ayat 18 menyebutkan bahwa Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.
Menurut Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 menyatakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. 
Adanya permasalahan yang dihadapi oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon dalam rangka meningkatkan penerimaan pendapatan pajak daerah khususnya pada Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yaitu kurangnya kesadaran masyarakat, sumber daya manusia yang belum memadai serta pelayanan administrsi yang belum optimal, salah satu faktor yang mempengaruhi penerimaan tersebut yaitu kinerja dari Badan Pendapatan Daerah atau kinerja organisasi pemerintahan yang mengelolanya.
Menurut Moeherino (2012:160-163) Kinerja organisasi merupakan  gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan berlandasakan kebijakan dalam mewujudkan visi dan misi, tujuan serta sasaran organisasi.
Proses yang akan dibahas dalam bagan kerangka pemikiran ini adalah mengenai indikator kinerja, dimana indikator kinerja merupakan tolak ukur yang digunakan untuk menentukan tingkat keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan yang diwujudkan dalam ukuran-ukuran tertentu.  
Dengan mengukur kinerja Badan Pendapatan Daerah dengan menggunakan teori dan indikator dari Dwiyanto (2018: 40), dengan lima indikator yang dapat digunkan dalam mengkur kinerja organisasi yaitu : 
a. Produktivitas dengan mengukur tingkat efisiensi, ekeftifitas pelayanan, dan tingkat pelayanan publik dalam rangka mencapai hasil yang diharapkan.
b. Kualitas layanan: dengan mengkur kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan.
c. Responsitas yaitu menggambarkan kemmapuan organisasi dalam melaksanakan tujuan dan misinya teutama dalam hal terkait memenuhi kebutuhan masyarakat.
d. Responsibilitas yaitu pelaksanaan yang menjelaskan atau mengukur kesesuaian kegiatan organisasi yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi.
e. [bookmark: _GoBack]Akuntabilitas yaitu menunjukan seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi yang diharapkan dari masyarkat, bisa berupa penilalian dari waktu rakyat, pejabat, masyarakat.
Berdasarkan input dan proses tersebut akan menghasilkan output atau hasil dalam jangka pendek dalam artian menghasilkan sesuatu dalam meningkatkan penerimaan pendapatan PBB-P2 melalui Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon. Dari Output menghasilkan  outcame  yaitu hasil untuk jangka panjang. Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti membuat kerangka pemikiran sebagai berikut : 
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